
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penjabaran dari bab II dan bab III diatas maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Penetapan tersangka berdasarkan KUHAP masih bertepatan dengan surat 

perintah penyidikan, tidak melanggar aturan hanya sisi kepatutan saja yang 

tertinggi sementara itu berdasarkan peraturan yang dilanggar adalah Perkap 

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, 

Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan STR Kapolri Nomor 498 

Oktober 2015 

2. Upaya hukum untuk kasus Ahok adalah pihak keluarga/kuasa hukum 

melaporkan kepada Kapolri bahwa penyidik telah melanggar kode etik 

profesi kepolisian dimana dalam proses penyidikan Ahok tidak sesuai 

dengan prosedur yang berlaku dilingkungan penyidikan sendiri 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis temukan dari pejabaran sebelumnya 

maka penulis memberikan saran yaitu : 
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1. Lebih baik surat perintah penyidikan dikeluarkan terlebih dahulu dan dicek 

kebenarannya Formil dan Materiil sebelum dilakukan penetapan 

tersangka. 

2. Prosedur/upaya paksa harus transparan, masyarakat berhak mengetahui 

hasil dari apa yang dilakukan oleh setiap para penegak hukum agar tidak 

terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan. 
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